
 

 
 

    

BERITA  DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 59                                                                     Tahun : 2015                     

 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 58 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAKSANAAN IZIN  

USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 

untuk Usaha Mikro dan Kecil, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Izin 

Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat; 

 

Mengingat    : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 



 

 
 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5404); 

6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 

Perizinan Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2010 Nomor 07 Seri E); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor  14 

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2008 Nomor 05 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan      : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN  

WEWENANG PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN 

KECIL KEPADA CAMAT. 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Gunungkidul. 

6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. 

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakananak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari 

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  

8. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda 

legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam 

bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam satu lembar. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana 

pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan 

usahanya. 

Pasal 3 

Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk : 

a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang 

telah ditetapkan; 

b. mendapatkan pemdampingan untuk pengembangan usaha; 

 



 

 
 

c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan 

bank dan non-bank; dan 

d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, 

pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian 

IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

 

BAB IV 

PENDELEGASIAN WEWENANG  

Pasal 5 

Bupati mendelegasikan wewenang pelaksanaan IUMK kepada Camat. 

 

BAB V 

PELAPORAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 6 

(1) Camat wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan sebagian 

kewenangan yang didelegasikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati 

melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi dan Sumber 

Daya Mineral. 

(2) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pendelegasian 

sebagian wewenang Bupati kepada Camat melalui pemberian pedoman, 

bimbingan, pelatihan, arahan, dan pengawasan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul. 

 

                                 Ditetapkan di Wonosari 

                                 pada tanggal 23 Desember 2015   

Pj. BUPATI GUNUNGKIDUL,       

ttd 

BUDI ANTONO 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal 23 Desember 2015   

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  

ttd 

SUPARTONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 59 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

    SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

HERY SUKASWADI, SH. MH. 

NIP. 19650312 198903 1 009   

 


